
Hak-hak Masyarakat Adat dan Masalah  
serta Kelestarian Lingkungan Hidup di Indonesia 

 

http://www.huma.or.id 1

Hak-hak Masyarakat Adat dan Masalah  
serta Kelestarian Lingkungan Hidup di Indonesia1 

Sandra Moniaga2  
 

 
 
Istilah masyarakat adat mulai disosialisasikan di Indonesia di tahun 1993 setelah 
sekelompok orang yang menamakan dirinya Jaringan Pembelaan Hak-hak 
Masyarakat Adat (JAPHAMA) yang terdiri dari tokoh-tokoh adat, akademisi dan 
aktivis ornop menyepakati penggunaan istilah tersebut sebagai suatu istilah 
umum pengganti sebutan yang sangat beragam. Pada saat itu, secara umum 
masyarakat adat sering disebut sebagai masyarakat terasing, suku terpencil, 
masyarakat hukum adat, orang asli, peladang berpindah, peladang liar dan 
terkadang sebagai penghambat pembangunan. Sedangkan pada tingkat lokal 
mereka menyebut dirinya dan dikenal oleh masyarakat sekitarnya sesuai nama 
suku mereka masing-masing. JAPHAMA yang lahir sebagai bentuk keprihatinan 
atas kondisi yang dihadapi oleh kelompok-kelompok masyarakat di tanah air yang 
menghadapi permasalahan serupa, dan juga sebagai tanggapan atas menguatnya 
gerakan perjuangan mereka di tingkat global. Dalam pertemuan itu disepakati 
juga bahwa istilah yang sesuai untuk menerjemahkan  istilah indigenous peoples 
dalam konteks Indonesia adalah  masyarakat adat (JaPHaMA, 1993). Dengan 
konteks yang demikian, tulisan ini disusun. Artinya ketika kita berbicara tentang 
hak-hak masyarakat adat di Indonesia, acuannya adalah hak-hak dari indigenous 
peoples yang berlaku secara universal. 
 

Sebagaimana ditetapkan dalam Kongres Masyarakat Adat Nusantara I yang 
diselenggarakan pada bulan Maret 1999 lalu, disepakati bahwa masyarakat adat 
adalah kelompok masyarakat yang memiliki asal usul leluhur (secara turun temurun) di 
wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya, 
sosial dan wilayah sendiri (lihat Keputusan KMAN No. 01/KMAN/1999 dalam 
rumusan keanggotaan). Di tingkat negara-negara lain banyak istilah yang 
digunakan, misalnya first peoples di kalangan antropolog dan pembela, first nation 
di Amerika Serikat dan Kanada, indigenous cultural communities di Filipina, bangsa 
asal dan orang asli di Malaysia. Sedangkan di tingkat PBB telah disepakati 
penggunaan istilah indigenous peoples sebagaimana tertuang dalam seluruh 
dokumen yang membahas salah satu rancangan deklarasi PBB, yaitu draft of the 
UN Declaration on the Rights of the Indigenous Peoples. 

 

                                                 
1 Artikel utama dalam WACANA HAM,  Media Pemajuan Hak Asasi Manusia, No. 10/Tahun II/12 
Juni 2002,  Jakarta.  
 
2 Direktur Eksekutif HuMa (Perkumpulan untuk Pembaruan Hukum Berbasis Masyarakat dan 
Ekologis) 
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Aspek terpenting yang harus diketahui dan disadari oleh pihak-pihak yang 
ingin memahami permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat adat adalah 
kenyataan tentang keragaman mereka. Keragaman ini dapat dilihat dari segi 
budaya, agama dan atau kepercayaan, serta organisasi ekonomi dan sosial.   
Dalam kaitannya dengan permasalahan lingkungan hidup, sebagian kelompok 
memposisikan mereka sebagai kelompok yang diidealkan dalam berhubungan 
dengan alam dengan menekankan pada realita akan adanya hubungan 
spiritualitas dari masyarakat-masyarakat adat dengan alam. Sedangkan kelompok 
lain, termasuk pemerintah orde baru, mereka dianggap sebagai penghambat 
utama dari perkembangan “kemajuan” khususnya dari segi ekonomi.  

 
Di Indonesia, kita seharusnya merasa beruntung dengan adanya 

masyarakat-masyarakat adat yang barangkali berjumlah lebih dari seribu 
kelompok. Keberadaan mereka merupakan suatu kekayaan bangsa karena artinya 
ada lebih dari seribu ragam ilmu pengetahuan yang telah mereka kembangkan. 
Ada lebih dari seribu bahasa yang telah dimanfaatkan dan dapat membantu 
pengembangan khasanah bahasa Indonesia dan masih banyak lagi hal lain yang 
bisa mereka sumbangkan. 

 
Ketika sebagian antropolog dan ekolog mengelompokkan mereka dalam 

kelompok pemburu-peramu, peladang berpindah (ulang-alik) dan petani menetap, 
maka ada kalangan lain yang mengelompokan mereka dari perspektif sosio-
ekologis. Pengelompokan ini bukanlah dimaksudkan untuk menyederhanakan 
keberagaman yang mereka miliki melainkan hanya untuk memudahkan kita 
untuk dapat memahami dan menghormati mereka. Kelompok pertama adalah, 
antara lain, kelompok Masyarakat Kanekes di Banten dan Masyarakat Kajang di 
Sulawesi Selatan yang menempatkan diri sebagai “pertapa-bumi” yang percaya,  
bahwa mereka adalah kelompok masyarakat ‘terpilih’ yang bertugas memelihara 
kelestarian bumi dengan berdoa dan hidup prihatin. Pilihan hidup prihatin 
mereka dapat dilihat dari adat tentang bertani, berpakaian,  pola makan mereka 
dll.  Sedangkan kelompok kedua adalah, antara lain, Masyarakat Kasepuhan dan 
Masyarakat Suku Naga yang juga cukup ketat dalam memelihara dan 
menjalankan adat tetapi masih membuka ruang cukup luas bagi adanya 
hubungan-hubungan ‘komersil’ dengan dunia luar. Kelompok ketiga adalah 
Masyarakat-masyarakat adat yang hidup tergantung dari alam (hutan, sungai, laut 
dll) dan mengembangkan sistem pengelolaan yang unik tetapi tidak 
mengembangkan adat yang ketat untuk perumahan maupun pemilihan jenis 
tanaman kalau dibanding dengan Masyarakat Kanekes maupun Kasepuhan. 
Masuk dalam kelompok ini misalnya Masyarakat Adat Dayak dan Masyarakat 
Penan di Kalimantan, Masyarakat Pakava dan Lindu di Sulawesi Tengah, 
Masyarakat Dani dan Masyarakat Deponsoro di Papua Barat, Masyarakat Krui di 
Lampung dan Masyarakat Kei maupun Masyarakat Haruku di Maluku. Pada 
umumnya mereka memiliki sistim pengelolaan sumber daya alam yang luar biasa 
(menunjukkan tingginya ilmu pengetahuan mereka) dan dekat sekali dengan 
alam. Di Maluku dan Papua masyarakat adat yang tinggal di pulau-pulau kecil 
maupun di wilayah pesisir memiliki sistem ‘sasi’ atau larangan memanen atau 
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mengambil dari alam untuk waktu tertentu. Sasi ikan lompa di Pulau Haruku 
sangat terkenal sebagai satu acara tahunan yang unik bagi masyarakat di Pulau 
Haruku dan Ambon (sebelum kerusuhan terjadi) yang menunjukkan salah satu 
bentuk kearifan tradisional dalam menjaga kelestarian lingkungan. Dengan 
ditetapkannya sasi atas spesies dan di wilayah tertentu oleh Kewang (semacam 
polisi adat di Maluku Tengah), maka siapapun tidak berhak untuk mengambil 
spesies tersebut. Ketentuan ini memungkinkan adanya pengembang-biakan dan 
membesarnya si ikan lompa, untuk kemudian di panen ketika sasi dibuka lagi. 
Kelompok keempat adalah mereka yang sudah tercerabut dari tatanan 
pengelolaan sumber daya alam yang “asli” sebagai akibat dari penjajahan yang 
telah berkembang selama ratusan tahun. Mereka yang dapat dimasukkan dalam 
kelompok ini adalah, misalnya, masyarakat Melayu Deli yang bermukim di 
wilayah perkebunan tembakau di Sumatera Utara dan menyebut dirinya sebagai 
Rakyat Penunggu. Menyadari keragaman dari masyarakat adat, sesungguhnya 
masih banyak pengelompokan yang dapat dikembangkan termasuk, antara lain, 
untuk Masyarakat Punan dan Sama (Bajao) yang lebih cenderung hidup secara 
nomadik baik di hutan maupun di laut.  

 
Dimensi lain dari hubungan masyarakat adat dan lingkungan adalah 

adanya kenyataan dimana sebagian masyarakat adat juga ikut bekerja bersama 
pihak-pihak yang mengembangkan kegiatan yang merusak lingkungan. Dalam hal 
ini ada individu-individu yang terlibat dalam kegiatan pembabatan hutan dan 
penambangan skala besar baik sebagai karyawan maupun sebagai perorangan dan 
atau kelompok masyarakat yang tidak memiliki alternatif sumber pendapatan lain. 
Dalam konteks ini, sejauh kegiatan tersebut bukan merupakan keputusan kolektif 
dari masyarakat adat yang bersangkutan maka haruslah ditempatkan sebagai 
kegiatan dan tanggung jawab individual dari pelakunya. Sedangkan apabila 
kegiatan tersebut memang diputuskan sesuai adat mereka, maka haruslah 
diterima sebagai keputusan kelompok yang bersangkutan dan bukan merupakan 
tanggung jawab dari seluruh masyarakat adat. 

 
Di Kalimantan masyarakat Dayak memiliki keyakinan bahwa: “Tanah adalah 

Hidup dan Nafas Kami”, di Papua Barat hampir seluruh masyarakat adat meyakini 
bahwa”Tanah Kita, Hidup Kita” (Dr. Karel Phil Erari, 1999), dan di kalangan 
masyarakat adat di Amerika mereka memandang:”Every part of the earth is sacred to 
my people. Every shining pine needle, every sandy shore, every mist in the dark woords, 
every clearing and humming insect is holy in the memory and experience of my people” 
(Julian Berger, 1990). Jelas di sini bahwa bagi mereka, tanah, lingkungan alam 
adalah sumber kehidupan dan sangat bermakna dalam segala aspek kehidupan. 
Sebagian dari mereka mengibaratkan bumi sebagai Ibu mereka. Merusak alam 
sama dengan menyakiti Ibu mereka. Demikian juga mengotori bumi. 

 
Permasalahan masyarakat adat di Indonesia sesungguhnya sudah dialami 

sejak jaman penyebaran agama-agama besar mulai aktif di wilayah nusantara. Hal 
mana dapat ditemukan ketika banyak dari mereka dipaksa untuk ‘beradab’ 
dengan, misalnya, meninggalkan rumah-rumah adat mereka seperti lamin atau 
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betang atau rumah panjang di Kalimantan dan stigmatisasi atas agama-agama asli 
sebagai kafir atau atheis. Di jaman Hindia Belanda dikembangkannya sistem 
hukum, termasuk peradilan, dari (Belanda) Eropa jelas merupakan pelecehan atas 
keberadaan hukum-hukum adat di seluruh penjuru wilayah ini.  Meskipun ada 
sekelompok kecil ilmuwan yang berpandangan maju dengan memperjuangkan 
keberadaan masyarakat adat dan hukum adat namun suara dan pengaruh mereka 
sangat terbatas hanya di tataran hukum agraria saja. Sementara sistem politik, 
peradilan dan perekonomian sepenuhnya dihancurkan. Kebijakan ini dilanjutkan 
oleh rejim orde lama, bahkan diperparah oleh rejim orde baru yang menegasikan 
keberadaan hak-hak adat atas tanah dengan memberlakukan Undang-undang 
Pokok Kehutanan No. 5/1967, UU Pokok Pertambangan No. 11/1967 dengan 
didukung oleh UU tentang Penanaman Modal Dalam Negeri dan UU tentang 
Penanaman Modal Asing. Penghancuran sistem politik dijaman orde baru 
dilakukan dengan penetapan UU tentang Pemerintahan Desa No. 5/1979.   

 
Materi dari peraturan perundangan ini secara jelas sudah bermakna 

pelanggaran hak asasi, apalagi pemberlakuannya. Pemberlakuan kesemua UU 
tersebut diatas merupakan awal dari praktek eksploitasi sumber daya alam secara 
besar-besaran oleh perusahaan-perusahaan negara maupun swasta asing dan 
nasional. Dengan ditetapkannya UU Pokok Kehutanan, pemerintah menetapkan 
kawasan hutan negara secara sepihak seluas 143 juta hektar, atau kurang lebih 70% 
dari seluruh luas daratan Republik Indonesia. Penetapan ini dilakukan secara 
sepihak dan tidak didasari pengakuan akan keberadaan wilayah-wilayah adat 
yang sudah ada sebelum negeri ini didirikan. Di dalam wilayah seluas 143 juta 
hektar ini, di atas wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan hutan produksi 
diberikanlah hak-hak pengusahaan hutan (HPH dan HPHTI). Sampai tahun 1998 
ada lebih dari 400 konsesi telah diberikan. Di luar kegiatan kehutanan, pemerintah 
melalui Departemen Pertambangan memberikan konsesi-konsesi penambangan di 
manapun dimana ditemui kandungan tambang dan mineral. Kasus antara orang 
Amungme dan Komoro dengan PT Freeport McMoran Indonesia adalah contoh 
dimana konsesi pertambangan diberikan di atas wilayah adat.  

 
Adapun pelanggaran yang mereka alami adalah pelanggaran hak atas 

kepemilikan, hak atas makanan dan gizi yang mencukupi, hak terhadap standar 
kehidupan yang layak, hak untuk mengambil bagian dalam kehidupan 
kebudayaan, hak menentukan nasib sendiri, hak untuk menikmati standar 
tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan mental dan masih banyak 
lagi. Artinya dalam konteks pertanahan, kehutanan dan pertambangan hak-hak 
masyarakat adat dilanggar secara sistematik. Pelanggaran hak atas kepemilikan 
terjadi ketika hak-hak masyarakat adat atas wilayahnya baik secara komunal 
maupun individual tidak diakui dan dinyatakan secara sepihak (oleh negara, 
dalam hal ini pemerintah) sebagai kawasan hutan negara ataupun wilayah kuasa 
penambangan. Hak atas makanan dan gizi yang mencukupi dilanggar ketika 
hutan, kebun, ladang maupun laut di wilayah adat yang merupakan sumber 
makanan dan gizi mereka dirusak dan atau diganti dengan ‘hutan’ monokultur 
yang sangat miskin sumber pangan oleh kegiatan HPH dan HP HTI maupun 
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perkebunan besar yang “diijinkan” oleh negara. Pelanggaran hak untuk 
mengambil bagian dalam kehidupan kebudayaan terjadi ketika mereka tidak lagi 
menjalankan berbagai ritual ke-agraria-an yang merupakan bagian dari siklus 
ritual tahunan mereka karena adanya pengambil-alihan tanah-tanah mereka secara 
sepihak tadi. Dan pelanggaran hak untuk menikmati standar tertinggi yang dapat 
dicapai atas kesehatan fisik dan mental terjadi pada saat air sungai dan sumur 
mereka menjadi keruh, udara mereka penuh debu dan kehidupan mereka penuh 
ketegangan akibat konflik berkepanjangan dengan pihak perusahaan, perpecahan 
di dalam masyarakat dan keluarga serta dengan aparat militer yang hampir selalu 
“mengawal’ pihak pengusaha. 

 
Sampai tahun 1999, sebagian besar masyarakat di Indonesia tidak mengenal 

masyarakat adat dan persoalan yang mereka hadapi. Hal ini bukan artinya mereka 
memang ‘nrimo’ atas keadaan dan permasalahan yang mereka hadapi. Mereka 
bukannya tidak punya visi tentang keadaan lingkungan hidup. Kita sering dengar 
ungkapan simbolik dari masyarakat adat Dayak yang bercita-cita agar:”Sasak 
behundang, Arai berikan, Hutan bejaluq” (John Bamba dalam Alcorn, Janis B. dan 
Antoinette G. Royo, ed., 2000) yang artinya ‘ada udang di balik daun terendam, 
ada ikan di sungai dan ada binatang di hutan’. 

 
Persoalan yang dihadapi masyarakat adat telah lama menjadi keprihatinan 

mereka dan banyak pihak. Sejak jaman orde baru mereka telah mencoba untuk 
melakukan pembelaan dan kampanye baik secara individual (kelompok per 
kelompok) maupun secara kolektif dengan memanfaatkan ruang politik yang 
sempit.  Resikonya bukan tidak ada. Akibatnya penangkapan, penahanan semena-
mena, penggusuran secara paksa bahkan pembunuhan terus terjadi. Artinya selain 
hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, sesungguhnya hak-hak sipil dan politik 
mereka juga terus dilanggar. 

 
Puncak dari perlawanannya, setelah Suharto lengser, mereka dengan 

didukung puluhan ornop menyelenggarakan Kongres Masyarakat Adat 
Nusantara yang pertama di Jakarta. Secara umum tuntutan mereka adalah:  
”Kalau negara tidak mengakui kami, kamipun tidak akan mengakui negara”.   
Dari sebelas poin tuntutan mereka, pada dasarnya mereka menuntut adanya 
pengakuan akan hak-hak mereka atas kehidupan sosial, ekonomi dan budaya 
termasuk kedaulatan atas penguasaan dan pengelolaan tanah, kenayaan alam dan 
sumber-sumber penghidupan lainnya.  Mereka juga menuntut adanya 
penyelesaian yang arif dan bijaksana atas pelanggaran akan hak menentukan nasib 
sendiri termasuk rehabilitasi kedaulatan dan hak-hak masyarakat adat yang 
selama ini telah dilanggar, pengusutan dan pengadilan bagi pelaku pelanggaran 
HAM dan rehabilitasi bagi korban. (Pandangan Dasar KMAN 1999 tentang Posisi 
Masyarakat Adat terhadap Negara) 

 
Pertanyaan selanjutnya, masih adakah ruang hidup untuk mereka di 

periode pemerintahan Megawati saat ini? Apakah ada perkembangan yang cukup 
komprehensif untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak asasi 
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manusia di Indonesia? Adakah kepedulian untuk melestarikan lingkungan baik 
upaya pencegahan maupun pemulihannya? Adakah sensitifitas untuk melihat 
keterkaitan erat antara penghormatan hak-hak masyarakat adat dan pelestarian 
lingkungan hidup dari kalangan elit politik negeri ini? 

 
Betul sudah ada kemajuan dalam hal kebebasan berekspresi, berkumpul 

dan berorganisasi dirasakan banyak pihak. Namun belum ada perubahan 
mendasar dari politik ekonomi pengelolaan sumber daya alam di negeri ini. 
Istilahnya, masih business as ussual. Belum terasa adanya angin reformasi di sektor 
kehutanan, pertambangan, mineral dan energi apalagi di kelautan dan perikanan 
yang baru ‘digarap’. Padahal amandemen UUD 1945 kedua dan ketiga mulai 
mengakui hak-hak masyarakat adat (yang terkadang disebut sebagai masyarakat 
hukum adat, di pasal lain sebagai masyarakat tradisional). Serta Sidang Tahunan 
MPR bulan Nopember lalu telah menetapkan Tap. No. IX/MPR-RI/2001 tentang 
Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang antara lain dalam 
pasal 4 menetapkan prinsip: “melaksanakan fungsi sosial, kelestarian, dan fungsi 
ekologis sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat” dan “mengakui, menghormati, dan 
melindungi hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya 
agraria/sumber daya alam”. Namun disadari bahwa jarak antara TAP MPR RI ini 
dengan rasa keadilan yang hidup di hati penduduk rakyat masih cukup jauh. 
Kesenjangan hanya ini dapat diperdekat dengan usaha sungguh-sungguh untuk 
“mencabut, mengubah dan/atau mengganti semua undang-undang dan peraturan 
pelaksanaannya”, memperbaharui kelembagaan dan program yang nyata dan 
dapat menjawab permasalahan kemiskinan, konflik, ketimpangan dan 
ketidakadilan sosial-ekonomi rakyat serta kerusakan ekosistem. (Tumbu 
Saraswati, 2001)  

 
Pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat, termasuk masyarakat 

adat, seharusnya dijadikan paradigma acuan dalam menerjemahkan 
penghormatan hak-hak asasi masyarakat adat dan pelestarian lingkungan sebagai 
jawaban atas permasalahan selama ini terjadi. Ibarat ratusan perpustakaan yang 
sedang terbakar, demikian kondisi masyarakat adat kita dengan kekayaan 
pengetahuan mereka dalam mengelola serta hidup dengan lingkungan secara 
bersahabat. Selagi belum terlambat, mari segera kita selamatkan. Tanpa ada 
perubahan paradigmatis dan pembenahan atas berbagai peraturan perundangan, 
kelembagaan dan program yang terkait maka amandemen UUD 1945 dan 
pengesahan Tap IX/MPR-RI/2001 hanyalah tirai asap lain atas impunity, 
pelanggaran HAM dan perusakan lingkungan yang sistematik. 
 
 
 

 
 


